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Novum dalam KUHAP Pasal 263 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 menyebut 
novum dengan “keadaan baru” sebagai salah satu dasar atau alasan atau dasar pengajuan 
peninjauan kembali (PK). Fungsi novum ialah sbagai alat bukti yang kuat, yang hadir dalam 
persidangan, serta dapat mengubah putusan hakim pada tahap sebelumnya, karena terdapat 
kelalaian atau kekhilafan dari majelis hakim dan para pihak. Metode penelitian ini adalah 
penelitian lapangan, dengan pendekatan penelitian adalah: Normatif Yuridis. Sumber data 
penelitian adalah wawancara dengan Instansi di Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas 1A 
dan wawancara dengan penasehat hukum serta para pihak yang terlibat dalam kasus ini. Hasil 
penelitiannya adalah Mengenai fungsi novum yang hadir pada tahap upaya hukum luar biasa 
yang biasa kita sebut dengan peninjauan kembali, yang mana telah berhasil memenangkan 
pihak penggugat yang sebelumnya kalah pada tahap kasasi, dan pada tahap kasasi telah 
dilakukan eksekusi terhadap sengketa tanah, jadi eksekusi tersebut batal demi hukum karena 
adanya novum. 
Kata Kunci: Novum,Peninjauan kembali, Sengketa tanah. 
 
 Abstract  
Novum in KUHAP Article 263 paragraph (2) of Law Number 8 Year 1981 mentions novum 
with "new conditions" as one of the grounds or reasons or grounds for filing a review (PK). 
The function of the Novum is to provide strong evidence, which was present at the hearing, 
and can change the judge's decision at an earlier stage, due to negligence or oversight of the 
panel of judges and the parties. This research method is field research, with research 
approaches are: Normative Juridical. Sources of research data are interviews with Agencies 
in the Sungguminasa District Court Class 1A and interviews with legal advisors and the 
parties involved in this case. The results of his research are concerning the function of novum 
which is present at the extraordinary legal remedy stage which we call the review, which has 
succeeded in winning the plaintiff who previously lost at the cassation stage, and at the 
cassation stage the execution of the land dispute has been carried out, so the execution null 
and void because of novum. 
Keywords: Novum, Reconsideration, Land dispute. 
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A. Pendahuluan 
Setiap manusia berkehendak untuk berlaku baik kepada sesama manusia yang bermula 
dari pergaulan antara pribadi atau dengan masyarakat yang berdasarkan prinsip moral 
yang berlaku dalam kehidupan. Tujuan dari adanya hukum ialah terciptanya suatu 
keteriban dalam kehidupan bermasyarakat, yakni antar individu dengan individu atau 
individu dengan masyarakat dan antar masyarakat dengan negara serta menjunjung 
tinggi hak asasi manusia.Maka negara hukum adalah suatu negara yang mengatur 
bagaimana cara melindungi hak asasi manusia, yang tidak mengakui dan melindungi 
hak asasi manusia bukanlah suatu negara hukum.1 
Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan mereka berhak 
mendapatkan payung hukum keadilan dari negara. Bagi warga negara yang melakukan 
suatu tindak pidana maka negara memberikan sanksi kepadanya tetapi masih tetap 
melindungi hak dan kepentingan warga negaranya tersebut, dengan memberikan 
kepastian hukum dari suatu putusan pengadilan yang berkekuatan tetap dalam 
menangani perkaranya. Tindak pidana yang dimaksud ialah rangkaian perbuatan 
manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lainnya terhadap 
perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Artinya perlindungan hukum, dapat 
diperoleh semua golongan masyarakat, tidak membeda-bedakan berdasarkan apapun. 
Tertib masyarakat dapat tercapai apabila hukum bersifat dinamis dan mengikuti 
perkembangan kebutuhan masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang merupakan  
produk  hukum  harus mampu  mengatur  hal-hal yang saat ini memang dibutuhkan 
oleh masyarakat, karena hukum dibentuk untuk menjamin terciptanya ketertiban 
dalam masyarakat. Dalam bukunya Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa 
hukum itu tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang 
                                                
1Mardjono Reksodiputro, Krimonologi Dan Sistem Pradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua 
(Jakarta; Pusat Pelayanan Dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi UI,1994), h. 3.  
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mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga dan 
proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.2 
Pada umumnya hal yang tidak relevan di masyarakat yaitu penyelesaian sengketa tanah 
jalur litigasi menimbulkan ketidakpuasan salah satu pihak akan hasil putusan yang 
dikeluarkan oleh hakim di pengadilan.3 Menurut Dr. Hj. Sitti Maryam,S.H, M.H. 
Sengketa  tanah yang sering terjadi saat ini yaitu  menyangkut kepastian hukum hak atas 
tanah. Hak-hak  atas tanah yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, 
semakin maju masyarakat dan semakin padat penduduknya, maka akan menambah 
pentingnya kepastian hukum hak-hak atas tanah itu bagi pemiliknya, serta adanya faktor 
yang sangat mempengaruhi ialah teralu cintanya  seseorang terhadap  kehidupan dunia 
untuk mendapatkan harta sehingga menimbulkan rasa tidak puas terhadap apa yang 
telah mereka miliki.4 
Timbulnya suatu sengketa tanah bermula dari pengaduan satu pihak yang berisi 
keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah terhadap status tanah prioritas maupun 
kepemilikannya. Seperti yang terjadi di kampung pattolosang dusun pakkingkingan, 
desa maccini baji, kecamatan bajeng, kabupaten gowa antara Hj. Barangdaeng binti 
bado dkk melawan Baso bin narang dkk yang bersengketa terhadap tanah. Kedua belah 
pihak ini sama-sama mempunyai bukti Surat Rincik (Kepemilikan Yang Sah)  dalam 
satu obyek tanah yang sama. 
Kasus Hj. Barangdaeng binti bado dkk yaitu Amanzah bin Abdul Rahman, Alamyah bin 
Abdul Rahman, Rahman bin Abdul Rahman, Dra. Hj. Hasrah bin Abdul Rahman, 
Patahuddin bin Cenga, Hatijah, Fatmawati, Fatahna binti H. Patahuddin, dan Fathiyah 
binti H. Patahuddin yang mempunyai bukti surat rincik persil No. 11 D.II, Kohir Nomor 
400 C.I luas 66 are atas nama Narang bin pato almarhum  yang terletak  di kampung 
                                                
2Mochtar kusumaatmadja, Konsep-konsep hukum dalam pembangunan fungsi dan perkembangan 
hukum dalam pembangunan nasional (Bandung: PT. Alumni Bandung, 2002),h.6-7. 
3Suyud  Margono, ADR (Alternative  Dispute  Resolution)  dan  Arbitrase: Proses Pelembagaan dan 
Aspek Hukum (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), h. 4. 
4Sitti Maryam, (54 Tahun), Penasehat Hukum, Wawancara, Barombong, 4 April 2019. 
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pattolosang dusun pakkingkingan, desa maccini baji, kecamatan bajeng, kabupaten 
gowa Sedangkan Baso bin narang dkk yaitu Haria binti Sahabu, Baso bin Narang, 
Rabiah binti Narang, Syarifuddin bin Narang, Baharuddin bin Narang, Arifin bin 
Narang, dan Nursida binti Narang yang mempunyai bukti surat rincik persil No. 11 
D.II, Kohir nomor 411 C.I luas 0,66 ha atas nama Narang bin pato (almarhum) yang 
terletak di kampung pattolosang dusun pakkingkingan, desa maccini baji, kecamatan 
bajeng, kabupaten gowa. Hal inilah yang menjadi penyebab sengketa karena adanya 
surat rincik tanah yang berbeda di tempat yang sama dan membuat semakin rumit kedua 
belah pihak dalam membutikan siapa yang mempunyai hak atas tanah tersebut.  
Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan keberatan dengan menempuh upaya 
hukum setelah putusan dikeluarkan. Upaya hukum terhadap putusan yang belum 
berkekuatan hukum tetap dapat menempuh upaya hukum biasa yakni banding, 
kemudian apabila masih belum dapat diselesaikan maka dilanjutkan ke tahap upaya 
hukum kasasi dan yang terakhir dapat mengajukan upaya hukum tahap selanjutnya yang 
disebut peninjauan kembali.5 Dengan demikian maka putusan dari tingkat pengadilan 
manapun yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracth) diperbolehkan mengajukan 
upaya hukum Peninjauan Kembali dengan beberapa keadaan atau alasan yang telah 
ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung seperti yang dijelaskan dalam Pasal 24 
ayat (1) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  yang  
menyatakan:   
“Terhadap putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum tetap, 
pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada 
Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam 
undang- undang.”6 
                                                
5Muhammad Taufik Makarao Dan Suhasril, Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek, (Bogor: 
Ghalia Indonesia, 2010), h. 251.  
6Mahkamah Konstitusi, http://mahkamahkonstitusi.go.id/ (15  April 2019). 
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Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan secara tertulis maupun lisan oleh para 
pihak sendiri kepada Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri yang 
memutus perkara dalam tingkat pertama. Serta pembatasan PK/ Riquest  Civil  
(perdata) hanya boleh sekali yang berasal pada ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU 
No.14/1985 tentang Mahkamah Agung, serta tidak mengalami perubahan dalam dua 
kali perubahan Undang-undang tersebut. Ayat (1) dari Pasal 66  ini mengatur  secara  
jelas  dan  tegas,  bahwa “permohonan  peninjauan  kembali dapat diajukan hanya 1 
(satu) kali‟. Dalam penjelasan dari pasal tersebut, ternyata  tidak  terdapat  penjelasan  
lebih  lanjut,  mengapa  PK  hanya  dapat atau boleh diajukan satu kali saja. Serta sifat 
pengajuannya tidak menunda pelaksanaan eksekusi.  
Kata Peninjauan Kembali diterjemahkan dari kata herziening, Mr.M.H.Tirtaamidjaja 
menjelaskan herziening adalah suatu jalan untuk memperbaiki suatu keputusan yang 
telah menjadi tetap dan tidak dapat diubah lagi dengan maksud memperbaiki suatu 
kealpaan Hakim, yang merugikan si terhukum. Kalau   perbaikan   itu dilakukan, maka 
ia harus memenuhi beberapa syarat, yakni bahwa ada sesuatu keadaan yang pada 
pemeriksaan hakim, tidak diketahui oleh hakim. jika ia mengetahui keadaan itu, akan 
memberikan keputusan lain.7 Peninjauan  Kembali  dalam  hukum  acara  dinisbahkan  
sebagai suatu upaya  hukum  luar biasa yang hanya dapat diajukan satu kali dan sifat 
pengajuannya tidak menunda pelaksanaan eksekusi. Penempatan Peninjauan Kembali 
sbagai salah satu upaya hukum dalam sistem hukum acara peradilan untuk memberikan 
perlindungan atas hak asasi manusia (HAM), tanpa mengorbankan asas kepastian 
hukum (rechtszekerheid), yang merupakan sendi dasar dari suatu negara hukum.8 
Berdasarkan ketentuan tersebut, penulis ingin mengetahui upaya peninjauan  kembali  
dalam konteks tinjauan hukum islam terhadap peranan novum mengenai perkara 
perdata yaitu sengketa tanah yang terkait Peninjauan Kembali pidana yang merupakan 
                                                
7Ibadur  Rahman,  Upaya  Hukum,  26  November  2017  http://id.netblog.com/m-ibadur 
rahman/blog/blogid=12684 ( 17 Agustus 2019).  
8Adami Chazawi, Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana: Penegakan Hukum  Dalam 
Penyimpangan Praktik Dan Peradilan Sesat (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 109. 
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hal yang dinilai substansial, begitu juga halnya masalah novum terkait Peninjauan 
Kembali perdata dan Peninjauan Kembali Tata Usaha negara,9 maka penulis berpikir 
bahwa peranan novum sangat berperan dalam menyelesaikan perkara hukum perdata, 
salah satuya dalam perkara sengketa tanah yang terjadi antara Hj. Barangdaeng binti 
bado dkk melawan Baso bin narang dkk yang telah sampai pada tahap final yaitu 
penijauan kembali yang di menangkan pihak Hj. Barangdaeng binti bado dkk karena 
adanya bukti baru (novum) yang dihadirkan dalam persidangan. yang dimana 
sebelumnya kalah pada tahap kasasi, dan hal ini sangat langka terjadi, karena pada 
umumnya pihak yang menang pada tahap kasasi, akan sulit terkalahkan, namun hal itu 
tidak berlaku jika pihak yang kalah pada tahap kasasi menghadirkan Novum (Bukti 
Baru) pada tahap peninjauan kembali yang dimana novum tersebut dapat meyakinkan 
majelis hakim atas kebenarannya serta kekuatan hukum sebuah novum maka pihak 
pemohon dapat memenangkannya pada tahap peninjauan kembali. Maka, dapat kita 
lihat disinilah novum berperan penting sebagai acuan majelis hakim dalam memutus 
perkara. 
B. Metode Penelitian  
Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian lapangan. Lokasi dan 
objek penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas1A. Adapun 
pendekatan penelitian yang digunakana ialah pendekatan penelitian secara syar’i dan 
pendekatan yuridis formal. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 
dan data sekunder serta data tersier (Bahan tambahan). Adapun metode pengumpulan 
data yang dilakukan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yang 
dilakukan adalah dengan identifikasi data, reduksi kata, dan editing data. Dan untuk 
melakukan pengujian keabsahan data dan materi yang akan disajikan dilakukan dengan 
cara meningkatkan ketekunan, deskriktif dan komperatif.  
                                                
9Ali, Achmad, Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan, Jakarta: STIH IBLAM, 2004, h. 
101.  
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C. Hasil dan Pembahasan  
1. Fungsi Novum Terhadap Sengketa Tanah Sebagai Dasar Pengajuan Upaya 
Hukum Peninjauan Kembali 
Novum dalam Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP) Novum didefinisikan sebagai berikut : 
”Keadaan baru yang menimbulkan bukti kuat, bahwa jika keadaan itu sudah 
diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan 
bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum 
tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang 
lebih ringan.”10 
Yusril Ihza Mahendra dalam buku nya menyatakan, novum dari segi hukum acara 
pidana adalah fakta baru yang tidak terungkap di persidangan, tetapi hakim telah 
memutuskan lain. Kalau hukum berubah maka itulah peranan sebuah  novum. Jika 
ditinjau dari Hukum Islam keberadaan sebuah novum sangat berperan sebagai bukti 
baru dalam persidangan yang dapat mempelihatkan adanya tipu daya muslihat yang 
dilakukan salah satu pihak.11 
Hukum Islam merupakan peraturan yang mengikat kepada seluruh umat yang 
beragama Islam. Seluruh umat yang telah mengucapkan syahadat wajib mematuhi 
dan menerima konsikuensi hukum Islam. Hukum Islam mengatur segala aspek 
kehidupan umatnya, baik dibidang ibadah, muamalah, siyasah, jinayah, hubungan 
antar manusia dan lain sebagainya.  
Selanjutnya dalam menetapkan hukum syara’ mayoritas tokoh umat Islam telah 
sepakat bahwa dasar pengambilan hukum yang berhubungan dengan perbuatan 
                                                
10Adami chazawi, lembaga peninjauan kembali (PK) Perkara Pidana Penegakan Hukum Dalam 
Penyimpangan Praktik dan Peradilan Sesat (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 62.  
11Yusril Ihza Mahendra, “Sukses Jadi Pengacara “, Kompasiana, 18 Agustus 
2019.https:www.kompasiana.org/2019/08/penjelsan-novum.html?m=1 (12 juni 2018)  
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manusia dan urutan penggunaan dalil-dalil tersebut adalah pertama alQuran, kedua 
al-Sunnah, ketiga al-ijma’ dan ke empat al-Qiyas. Islam memiliki pedoman dalam 
mengarahkan umatnya untuk melaksanakan amalan baik terhadap sesama manusia 
yaitu al-Quran dan Sunnah Nabi saw. 
Diketahui bahwa Baso bin narang dkk yaitu Haria binti Sahabu, Baso bin Narang, 
Rabiah binti Narang, Syarifuddin bin Narang, Baharuddin bin Narang, Arifin bin 
Narang, dan Nursida binti Narang telah melakukan tipu daya muslihat pada tahap 
sidang- sidang sebelumnya dan adanya kekhilafan hakim, maka Hj. Barangdaeng 
binti bado dkk yaitu Amanzah bin Abdul Rahman, Alamyah bin Abdul Rahman, 
Rahman bin Abdul Rahman, Dra. Hj. Hasrah bin Abdul Rahman,Patahuddin bin 
Cenga, Hatijah, Fatmawati, Fatahna binti H. Patahuddin, dan Fathiyah binti H. 
Patahuddin mengajukan Novum yaitu: 
1. Fotocopy surat permintaan salinan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 494 
K/PID/2014 tanggal 24 Juni 2014 oleh Alamsyah Dg.Nyonri tertanggal 22 
Nopember 2016, dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi 
tanda PK-1; 
2. Fotocopy surat surat tanda terima dari Pengadilan Negeri Sungguminasa. 
Pada tanggal 22 Nopember 2016, dan telah disesuaikan dengan aslinya 
selanjutnya diberi tanda PK-2; 
3. Fotocopy salinan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 494 K/PID/2014 
tanggal 24 Juni 2014, dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi 
tanda PK-3.12 
Jenis novum yang diajukan Hj. Barangdaeng binti bado dkk yaitu Amanzah bin 
Abdul Rahman, Alamyah bin Abdul Rahman, Rahman bin Abdul Rahman, Dra. Hj. 
Hasrah bin Abdul Rahman, Patahuddin bin Cenga, Hatijah, Fatmawati, Fatahna 
binti H. Patahuddin, dan Fathiyah binti H. Patahuddin yaitu Putusan bebas 
                                                
12Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara: 469 
PK/Pdt/2018”, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, http://putusanmahkamahagung.go.id 
(01 Januari 2020) 
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terdakwa lainnya dalam kasus yang sama. Hal  ini  berdasarkan  pada  teori  Von  
Buri  yaitu  Teori CONDITIO SINE QUANON, yang menyatakan bahwa semua 
syarat,  semua  faktor  yang  turut  serta  atau bersama-sama menyebabkan suatu 
akibat dan yang tidak dihilangkan dari rangkaian faktor-faktor yang bersangkutan,   
adalah   causecommit to user (sebab), akibat itu. Tiap faktor yang dapat dihilangkan 
dari rangkaian faktor-fktor yang adanya tidak perlu untuk terjadinya akibat, tidak 
diberi nilai. Sebaliknya tiap-tiap faktor yang  umpamanya tidak  dapat  dihilangkan  
dari  rangkaian faktor-faktor   tersebut yaitu  yang  adanya  perlu untuk terwujudnya  
akibat,  harus  diberi  nilai  yang  sama.  Semua faktor-faktor tersebut adalah sama 
dan sederajat kalau saja faktor tersebut dihilangkan maka akibatnya mungkin tidak 
ada atau lain dari apa yang terjadi.13 
Tahap  peninjauan kembali telah menyadarkan Arsyad Dg. Gassing bin Nangga 
selaku kuasa hukum dari Baso bin narang dkk yaitu Haria binti Sahabu, Baso bin 
Narang, Rabiah binti Narang, Syarifuddin bin Narang, Baharuddin bin Narang, 
Arifin bin Narang, dan Nursida binti Narang. Telah menerima hukuman penjara 
selama 4 bulan karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana “menggunakan Surat/ Sertifikat Palsu”. Putusan hakim ini 
terdapat pada nomor putsan 494 K/Pid/2014, yang membatalkan Putusan 
Pengadillan Tinggi Makassar Nomor: 330/PID/2013/PT.MKS. tertanggal 9 Januari 
2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 
249/Pid.B/2013/PN.SUNGG tanggal 12 November 2013. Maka atas dasar itulah 
Hj. Barangdaeng binti bado dkk yaitu Amanzah bin Abdul Rahman, Alamyah bin 
Abdul Rahman, Rahman bin Abdul Rahman, Dra. Hj. Hasrah bin Abdul 
Rahman,Patahuddin bin Cenga,Hatijah, Fatmawati, Fatahna binti H. Patahuddin, 
dan Fathiyah binti H. Patahuddin menang di tahap Peninjauan kembali. 
2. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Memutus Sengketa Tanah 
Terkait Adanya Sebuah Novum Dalam Putusan PK Nomor. 469 PK/Pdt/2018 
                                                
13 M.Yahya Harahap, ruang lingkup permasalahan eksekusi bidang perdata, (Jakarta; PT Gramedia, 
2002), h. 611. 
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Salah satu kekuasaan Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutus 
permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap disamping tugas dan memutus permohonan kasasi dan 
sengketa tentang kewenangan  mengadili  sebagaimana disebutkan pasal 28 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah 
diubah dan dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009. 
Suatu  putusan  memperoleh  kekuatan hukum yang pasti atau tetap apabila tidak 
ada lagi upaya hukum biasa tersedia, termasuk upaya hukum biasa adalah 
perlawanan banding dan kasasi, sedangkan peninjauan kembali merupakan upaya 
hukum luar biasa. 
Selanjutnya pasal 28 Undang-Undang Mahkamah Agung tentang kewenangan 
Mahkamah Agung dalam peninjauan kembali tersebutdipertegas oleh pasal 34 
Undang- Undang Mahkamag Agung yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung 
memeriska dan memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama 
dan terakhir atas putusan hukum tetap. 
Setelah gugatan pengguggat dibacakan dan para pihak saling mengajukan replik 
dan duplik serta menyertakan alat bukti, maka Hakim Menimbang, bahwa untuk 
selanjutnya tergugat I sampai dengan tergugat IV telah mengajukan eksepsi yang 
ada  hubungan  dengan  pokok  perkara,  dan  akan  dipertimbangkan  secara 
bersama-sama dengan pokok perkara, sebagai tersebut di bawah ini;  
Salah satu kekuasaan Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutus 
permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap disamping tugas dan memutus permohonan kasasi dan 
sengketa tentang kewenangan  mengadili  sebagaimana disebutkan pasal 28 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah 
diubah dan dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009. 
Suatu  putusan  memperoleh  kekuatan hukum yang pasti atau tetap apabila tidak 
ada lagi upaya hukum biasa tersedia, termasuk upaya hukum biasa adalah 
perlawanan banding dan kasasi, sedangkan peninjauan kembali merupakan upaya 
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hukum luar biasa.14 
Perkara Nomor: 469 PK/Pdt/2018 yang telah diputuskan di Mahkamah Agung telah 
berkekuatan hukum tetap dan dimenangkan oleh pihak pemohon peninjauan 
kembali Hj. Barangdaeng binti Bado, yang dimana novum yang dihadirkan ialah 
bukti dari putusan pada sidang sebelumnya yaitu Putusan dengan Nomor perkara 
494K/Pid/2014, yang dimana kasus awalnya bermula di Pengadilan Negeri 
Sungguminasa kelas 1A. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Sigit 
Triatmojo, SH, MH (Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa) yang menyatakan 
bahwa: 
“Sebenarnya perkara Nomor 469 PK/Pdt/2018 sangat terbantu dengan adanya 
novum pada perkara sebelumnnya, dan pihak dari Hj. Barangdaeng binti Bado pada 
awal perkara di Pengadilan Negeri Sungguminasa sangat yakin bahwa sertifikat 
tanah yang dimilikinya bukanlaah sertifikat palsu”15 
Pertimbangan hukum hakim pada saat putusan PK ialah memenangkan pihak 
pemohon yaitu Hj. Barangdaeng binti bado dkk yaitu Amanzah bin Abdul Rahman, 
Alamyah bin Abdul Rahman, Rahman bin Abdul Rahman, Dra.Hj. Hasrah bin 
Abdul Rahman,Patahuddin bin Cenga, Hatijah, Fatmawati, Fatahna binti H. 
Patahuddin, dan Fathiyah binti H. Patahuddin atas tanah sengketa di kampung 
pattolosang dusun pakkingkingan, desa maccini baji, kecamatan bajeng, kabupaten 
gowa, dan pihak yang telah kalah membayar biaya perkara dalam semua tingkat 
peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali, yang dalam pemeriksaan 
peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), 
kepada Baso bin narang dkk yaitu Haria binti Sahabu, Baso bin Narang, Rabiah 
binti Narang, Syarifuddin bin Narang, Baharuddin bin Narang, Arifin bin Narang, 
dan Nursida binti Narang. Pertimbangan majelis hakim Mahkamah Agung ini 
sangat mempertimbangkan adanya novum yang hadir dalam persidangan dan telah 
memutus perkara ini dengan seadil-adilnya. 
                                                
14Mohammad Saleh, Peninjauan Kembali Atas Putusan Perkara Perdata yang telah berkekuatan 
Hukum Tetap Dalam Praktis (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 7. 
15Sigit Triatmojo, (44 Tahun), Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, Wawancara, Pengadilan 
Negeri Sungguminasa, 24 Oktober 2019. 
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ketentuan yang telah ditetapkan sehingga tidak mencukupi kebutuhan sang anak, 
dengan alasan karena telah memberikan rumah dan lain-lain. 
D. Penutup 
1. Kesimpulan 
Fungsi novum dalam menghadirkan bukti dipersidangan sangatlah membantu terlebih 
lagi apabila novum tersebut dapat mengubah putusan hakim sebelumnya. Hal ini terjadi 
pada kasus sengketa tanah yang menang pada tahap akhir yaitu peninjauan kembali, 
kasus sengketa tanah ini terletak kampung pattolosang dusun pakkingkingan, desa 
maccini baji, kecamatan bajeng, kabupaten gowa. Tanah sengketa ini dimenangkan pada 
tahap kasasi oleh pihak Baso bin narang dkk yaitu Haria binti Sahabu, Baso bin Narang, 
Rabiah binti Narang, Syarifuddin bin Narang, Baharuddin bin Narang, Arifin bin 
Narang, dan Nursida binti Narang. Pada tahap kasasi ini telah dilakukan eksekusi, dan 
dari pihak lawan yaitu Hj. Barangdaeng binti bado dkk yaitu Amanzah bin Abdul 
Rahman, Alamyah bin Abdul Rahman, Rahman bin Abdul Rahman, Dra.Hj. Hasrah bin 
Abdul Rahman,Patahuddin bin Cenga, Hatijah, Fatmawati, Fatahna binti H. Patahuddin, 
dan Fathiyah binti H. Patahuddin, mengajukan permohonan tahap akhir yaitu peninjauan 
kembali yang dimana pada tahap inilah mereka menang dikarenakan adanya novum kuat 
kebenrannya yang dalam persidangan.  
2. Saran 
1. Perlu adanya sosialisasi maupun penyuluhan hukum yang dilakukan dalam 
masyarakat mengenai sertifikat kepemilikan yang sah agar masyarakat lebih 
mengetahui dan memahami permasalahan sengketa tanah yang banyak  terjadi di 
masyarakat. 
2. Perlu adanya ketelitian hakim Pengadilan Negeri dalam mempertimbangkan dan 
memutus permasalahan mengenai sengketa hak milik yang berkaitan dengan 
kewenangan absolute Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Karena tidak 
menutup kemungkinan akan ada banyak permasalahan baru mengeni hak milik yang 
muncul dalam masyarakat yang berkaitan dengan kewenangan absolute Pengadilan 
Agama dan  Pengadilan Negeri. 
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